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LATAR BELAKANG
Perdagangan internasional sangat bergantung pada transportasi laut, dengan lebih 
dari 80% barang dunia diangkut melalui jalur laut. Kompleksitas kegiatan ini 
melibatkan banyak pihak dan menimbulkan potensi sengketa terkait tanggung 
jawab, kerusakan, atau kehilangan barang. Oleh karena itu, diperlukan aturan 
hukum yang jelas. Secara internasional diatur dalam Hague Rules, Hague-Visby, 
Hamburg Rules, dan Rotterdam Rules, sedangkan di Indonesia diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2008 tentang Pelayaran jo Undang-undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
(“UU No.17/2008”), dan didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 
tentang Angkutan Di Perairan jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (“PP No.20/2008”). Kajian mengenai 
carriage of goods by sea penting untuk memberi kepastian hukum, mendukung 
kelancaran perdagangan, dan melindungi kepentingan nasional.



LEGAL BASIS
• Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”)
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Undang-

undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU 
No.17/2008”)

• Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di 
Perairan jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (“PP No.20/2008”)

• Hague Rules (1924) (“Hague Rules”)
• Hague-Visby Rules (1968) (“Hague-Visby Rules”)
• Hamburg Rules (1978) (“Hamburg Rules”)
• Rotterdam Rules (2009) (“Rotterdam Rules”)



POKOK PEMBAHASAN
1. Bill of Lading 
2. Hague-Visby Rules & Rotterdam Rules 



DEFINISI CARRIAGE OF GOODS BY SEA

• Menurut Hukum Internasional
Carriage of Goods by Sea adalah kontrak pengangkutan barang melalui 
laut yang dibuktikan dengan Bill of Lading, mencakup periode sejak 
barang berada di bawah penguasaan carrier (pengangkut) sampai bongkar 
di pelabuhan tujuan.

• Menurut Hukum Indonesia
Carriage of Goods by Sea merupakan perjanjian pengangkutan barang 
melalui laut yang diatur dalam KUHD dan UU No.17/2008, dengan 
kewajiban carrier untuk mengangkut barang dari pelabuhan muat ke 
pelabuhan tujuan dengan selamat.



TANGGUNG JAWAB SHIPPER DAN CARRIER 
DALAM CARRIAGE OF GOODS BY SEA
1. Tanggung Jawab Shipper (Pengirim Barang)
Shipper bertanggung jawab untuk:
• Menyerahkan barang dalam kondisi layak angkut sesuai jenis dan karakteristiknya.
• Memberikan informasi lengkap dan akurat mengenai barang yang dikirim, termasuk barang berbahaya atau khusus.
• Mengemas barang secara aman agar tidak menimbulkan kerusakan selama pengangkutan.
• Membayar freight/ongkos angkut sesuai perjanjian kontrak pengangkutan.
• Mematuhi aturan hukum dan regulasi terkait pengangkutan barang, baik nasional maupun internasional.

2. Tanggung Jawab Carrier (Pengangkut/Perusahaan Pelayaran)
Carrier bertanggung jawab untuk:
• Menyediakan kapal yang layak laut dan memenuhi standar keselamatan.
• Mengangkut barang sesuai dengan kontrak pengangkutan (Bill of Lading).
• Menjaga barang agar tetap aman selama perjalanan laut, mulai dari penerimaan hingga penyerahan di pelabuhan 

tujuan.
• Mematuhi aturan hukum dan regulasi nasional maupun internasional terkait pengangkutan laut.
• Memberikan tanda terima barang (Bill of Lading) sebagai bukti pengangkutan.



CONTOH CASE DISPUTE ANTARA SHIPPER DAN CARRIER 

Sebuah perusahaan eksportir kopi di Indonesia (shipper) mengirimkan 5 (lima) kontainer kopi ke pembeli di 
Jerman. Barang dikirim melalui carrier dengan rute Pelabuhan Tanjung Priok – Pelabuhan Hamburg. Dalam bill of 
lading tercantum bahwa:
• Barang dikirim dalam kondisi “clean on board ” (bersih di atas kapal).
• Carrier bertanggung jawab atas kerusakan barang kecuali kerusakan yang disebabkan oleh “excepted perils” 

(bahaya yang dikecualikan) sesuai Hague-Visby Rules.

Sesampainya di Hamburg, sebagian besar karung kopi basah dan rusak karena air laut yang masuk melalui 
ventilasi kontainer selama perjalanan. Atas hal tersebut shipper menuntut ganti rugi penuh kepada carrier, 
dengan alasan kerusakan terjadi selama pengangkutan. Sedangkan carrier menolak tuntutan tersebut dengan 
alasan bahwa kerusakan tersebut termasuk “perils of the sea” (bahaya laut) yang dikecualikan dalam Hague-Visby 
Rules.

Apakah kerusakan barang akibat masuknya air laut ke dalam kontainer dapat dianggap sebagai “perils of the sea” 
sehingga carrier terbebas dari tanggung jawab?



Apakah kerusakan barang akibat masuknya air laut ke dalam kontainer dapat 
dianggap sebagai “perils of the sea” sehingga carrier terbebas dari tanggung 
jawab?

o Sebagaimana tercantum dalam Pasal IV Hague-Visby Rules yang menyatakan bahwa carrier tidak bertanggung 
jawab jika kerusakan disebabkan oleh perils of the sea, yaitu bahaya laut yang luar biasa dan tidak dapat 
diperkirakan.

o Namun, carrier tetap berkewajiban untuk menyediakan kapal yang seaworthy (layak laut) dan memastikan 
ventilasi dan penataan kontainer aman.

o Maka jika kerusakan terjadi karena ventilasi tidak ditutup dengan baik atau karena kelalaian kru dalam 
menjaga kontainer, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut bukan merupakan perils of the sea, melainkan 
negligence of carrier (kelalaian pengangkut/perusahaan pelayaran).

Setelah investigasi independen, ditemukan bahwa ventilasi kontainer tidak dipastikan tertutup rapat sebelum 
berlayar, sehingga air laut masuk saat badai. Hal ini dikategorikan sebagai kelalaian carrier dalam memastikan 
keselamatan muatan. Berdasarkan Hague-Visby Rules, carrier wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian 
kepada shipper.

Dispute ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian carrier dalam menjaga kondisi muatan, pemahaman shipper 
tentang haknya untuk menuntut ganti rugi, dan peran bill of lading dan international rules sebagai dasar 
penyelesaian sengketa.



BILL OF LADING
Bill of Lading atau konosemen adalah surat 
yang berisi pernyataan pengangkut bahwa 
ia telah menerima barang tertentu, serta 
memuat maksud untuk mengangkut 
barang tersebut ke tempat tujuan dan 
menyerahkannya kepada orang yang 
ditunjuk sesuai perjanjian yang disepakati. 
Dokumen ini berfungsi sebagai bukti 
pengiriman, bukti kepemilikan barang, dan 
bukti adanya perjanjian pengangkutan. 
(Vide Pasal 506 KUHD)



CONTOH BILL OF LADING



FUNGSI BILL OF LADING 
(KONOSEMEN): 
• Bukti Penerimaan Barang, dokumen ini menjadi bukti tertulis bahwa 

pengangkut (perusahaan pelayaran) telah menerima barang dari shipper 
(pengirim). 

• Bukti Kepemilikan Barang, Bill of lading juga menunjukkan siapa pemilik sah 
atas barang yang sedang diangkut dan dapat digunakan untuk mengalihkan 
hak kepemilikan barang. 

• Bukti Kontrak Pengangkutan, dokumen ini merupakan kontrak antara 
pengirim dan pengangkut mengenai pengangkutan barang, yang mencakup 
rincian seperti jenis barang, asal dan tujuan pengiriman, serta pelabuhan. 



JENIS-JENIS BILL OF LADING
1.Berdasarkan Status Muatan
• Shipped Bill of Lading, berarti barang sudah dimuat ke kapal dan menjadi bukti kuat pengiriman.
• Received for Shipment Bill of Lading, berarti barang diterima carrier namun belum dimuat 

merupakan bukti penerimaan awal.

2. Berdasarkan Kondisi Barang
• Clean Bill of Lading, berarti barang dalam kondisi baik, biasanya merupakan persyaratan Letter of 

Credit.
• Claused/Foul Bill of Lading, berarti ada catatan kerusakan atau ketidaksesuaian.

3. Berdasarkan Alih Hak (Negotiability)
• Straight Bill of Lading, berarti digunakan untuk penerima tertentu (non-negotiable).
• Order Bill of Lading, berarti dapat dialihkan dengan endosemen (negotiable).
• Bearer Bill of Lading, berarti dialihkan cukup dengan menyerahkan dokumen.

4. Berdasarkan Cara Pengiriman
• Through Bill of Lading, berarti pengangkutan dengan lebih dari satu kapal atau 

      moda transportasi.
• Multimodal/Combined Transport Bill of Lading, berarti pengangkutan melalui laut dan moda lain 

      (darat/udara).
• Charter Party Bill of Lading, berarti diterbitkan sesuai kontrak sewa kapal.



CARRIAGE OF GOODS BY SEA 
BERDASARKAN REGULASI INTERNASIONAL

• Hague Rules & Hague-Visby Rules, adalah aturan hukum internasional yang mengatur pengangkutan barang melalui 
laut, yang menetapkan hak dan kewajiban antara pemilik barang dan pengangkut. Hague Rules adalah konvensi asli 
tahun 1924, sedangkan Hague-Visby Rules adalah amandemen tahun 1968 dari aturan asli tersebut, yang membawa 
perubahan untuk mengatasi masalah yang timbul selama 44 tahun penerapan aturan awal. 

• Hamburg Rules, adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pengangkutan Barang melalui Laut yang 
menetapkan rezim hukum seragam untuk hak dan kewajiban pengirim, pengangkut, dan penerima barang dalam 
kontrak pengangkutan barang melalui laut, dengan dasar pertanggungjawaban pengangkut yang lebih luas 
dibandingkan aturan sebelumnya dan bertujuan menciptakan keseragaman hukum internasional. 

• Rotterdam Rules (secara resmi adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pengangkutan Barang Melalui 
Laut 2008), adalah sebuah konvensi internasional yang menetapkan aturan hukum yang seragam mengenai hak dan 
kewajiban pihak-pihak dalam kontrak pengangkutan barang melalui laut, dan menggantikan Konvensi Brussels 1924 
serta revisinya. Bertujuan untuk mengatur tentang modernisasi kontrak laut dan dokumentasi elektronik.



HAGUE RULES & HAGUE-VISBY RULES 
Dalam ketentuan internasional mengenai pengangkutan barang laut, diatur secara tegas dalam 
Hague Rules, yang mana perlu diketahui bahwa:

• Carrier wajib, sebelum dan pada awal pelayaran, melaksanakan kehati-hatian yang layak (due 
diligence), yang meliputi kewajiban untuk memastikan kapal dalam keadaan layak laut, 
dilengkapi awak kapal dan perlengkapan yang memadai, serta menyiapkan palka dan ruang 
penyimpanan agar aman bagi barang yang diangkut (Vide Pasal III ayat 1 Hague Rules).

• Selain itu, carrier juga diwajibkan untuk memuat, menangani, menyusun, mengangkut, 
menjaga, merawat, dan membongkar barang dengan baik dan hati-hati (Vide Pasal III ayat 2 
Hague Rules).

Terdapat aturan tambahan pada Hague-Visby Rules mengenai tanggung jawab carrier terkait kerugian atau 
kerusakan barang, yaitu sebagai berikut:

• Kecuali shipper telah menyatakan sifat dan nilai barang dalam Bill of Lading sebelum pengapalan, carrier 
maupun kapal tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan barang melebihi batas 666,67  (Enam 
ratus enam puluh enam koma enam tujuh) unit akun per paket atau 2 (dua) unit akun per kilogram berat 
kotor barang yang hilang atau rusak, mana yang lebih tinggi (Vide Pasal IV bis ayat 5).



HAMBURG RULES 
Pengangkutan barang melalui laut diatur secara komprehensif diatur pada Hamburg Rules, 
aturan ini memberikan kepastian hukum dengan menetapkan bahwa:

• Carrier bertanggung jawab atas setiap kerugian, kerusakan, atau keterlambatan pengiriman 
barang selama periode pengangkutan, kecuali ia dapat menunjukkan bahwa seluruh tindakan 
pencegahan yang wajar telah diambil untuk menghindari kerugian tersebut (Vide Pasal 5 
ayat 1 Hamburg Rules).

• Lebih jauh, Hamburg Rules menegaskan bahwa keterlambatan dalam penyerahan barang 
merupakan tanggung jawab carrier, dengan ketentuan ganti rugi maksimal sebesar 2,5 (dua 
koma lima) kali ongkos angkut atau tidak lebih dari jumlah ongkos angkut penuh untuk 
barang yang bersangkutan (Vide Pasal 5 ayat 6 Hamburg Rules).

• Ruang lingkup pertanggungjawaban carrier disini mencakup periode sejak barang diterima di 
pelabuhan muat hingga barang diserahkan di pelabuhan tujuan, sehingga memberikan 
perlindungan yang lebih luas bagi pemilik barang (Vide Pasal 5 ayat 1 Hamburg Rules).



ROTTERDAM RULES
Dalam hukum internasional modern, mekanisme pengangkutan barang 
melalui laut diatur dalam Rotterdam Rules. Penting diketahui ketentuan 
sebagai berikut:

• Bahwa carrier bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, atau 
keterlambatan penyerahan barang yang terjadi selama masa 
pengangkutan, kecuali jika carrier dapat membuktikan bahwa kerugian 
tersebut bukan akibat kelalaian atau kesalahannya (Vide Pasal 17 
Rotterdam Rules).

• Selain itu, carrier wajib melaksanakan kewajiban kehati-hatian (due 
diligence) untuk menjaga agar kapal tetap layak laut, termasuk dalam 
aspek peralatan, pengawakan, serta kesiapan ruang muat barang 
sepanjang masa pengangkutan (Vide Pasal 14 Rotterdam Rules).

• Carrier juga memiliki kewajiban untuk menjaga, merawat, dan 
menyerahkan barang sesuai dengan ketentuan kontrak pengangkutan, 
serta bertanggung jawab atas keterlambatan kecuali jika dapat 
dibuktikan adanya keadaan yang berada di luar kendalinya (Vide Pasal 21 
Rotterdam Rules).



PERBEDAAN HAGUE RULES, HAMBURG 
RULES, DAN ROTTERDAM RULES

• Hague Rules dan Hague-Visby Rules, fokus pada perlindungan carrier dengan tanggung jawab 
yang terbatas pada periode tackle to tackle atau dari barang dimuat hingga dibongkar di kapal. 
Carrier memiliki banyak pengecualian, seperti kesalahan awak kapal atau bahaya laut, dan batas 
tanggung jawab ditetapkan secara spesifik. 

• Hamburg Rules lebih berpihak pada shipper, dengan memperluas tanggung jawab carrier dari 
penerimaan barang hingga penyerahan di pelabuhan tujuan (door-to-door), termasuk kerugian, 
kerusakan, dan keterlambatan pengiriman, serta menghapus banyak pengecualian yang ada 
dalam Hague Rules. 

• Rotterdam Rules merupakan regulasi modern yang mengatur pengangkutan door-to-door dan 
multimodal, memperluas tanggung jawab carrier hingga transportasi darat terkait, 
mengakomodasi penggunaan dokumen elektronik (e-Bill of Lading), dan memberikan 
fleksibilitas kontraktual melalui volume contract. 

Perbedaan ini menunjukkan evolusi hukum pengangkutan laut dari proteksi carrier, menuju 
keseimbangan antara shipper dan carrier, hingga regulasi modern yang mendukung efisiensi dan 
digitalisasi.



• Safety Of Life At Sea (“SOLAS”), merupakan perjanjian internasional tentang keselamatan jiwa 
di laut yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional (“IMO”).

• International Ship and Port Facility Security Code (“ISPS Code”) adalah serangkaian tindakan 
keamanan internasional yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah ancaman 
keamanan terhadap kapal, fasilitas pelabuhan, dan kargo dalam perdagangan maritim 
internasional.

• Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal (International Convention 
for the Prevention of Pollution from Ships) (“MARPOL”), sebuah peraturan internasional utama 
di bawah naungan IMO yang bertujuan mencegah dan meminimalkan pencemaran 
lingkungan laut akibat operasi atau kecelakaan kapal.

• International Maritime Dangerous Goods Code (“IMDG”) & International Maritime Solid Bulk 
Cargoes Code (“IMSBC”) adalah dua kode internasional yang dikeluarkan oleh IMO untuk 
mengatur keselamatan transportasi maritim dan untuk mencegah masalah pengangkutan 
barang berbahaya dan curah kering.

REGULASI INTERNASIONAL



CARRIAGE OF GOODS BY SEA BERDASARKAN 
REGULASI INDONESIA
Di Indonesia, pengangkutan barang melalui laut diatur oleh beberapa 
regulasi nasional untuk memberikan kepastian hukum dan keselamatan 
bagi semua pihak yang terlibat. Seperti KUHD, pada Bab V, Pasal 468–520, 
yang mengatur perjanjian pengangkutan barang, hak dan kewajiban 
pengangkut (carrier) dan pengirim (shipper), serta tanggung jawab carrier 
atas barang yang diangkut.

Selain itu, UU No.17/2008 tentang Pelayaran, sebagaimana Pasal 1 angka 9 & 
17, mengatur kegiatan angkutan barang dan/atau penumpang dengan 
kapal di perairan Indonesia. Undang -undang ini juga menekankan bahwa 
pengangkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan pelayaran 
berbendera Indonesia. Dan untuk mendukung keselamatan, Pemerintah 
menetapkan PP No.20/2010 tentang Keselamatan Pelayaran guna untuk 
menetapkan standar kelaiklautan kapal dan prosedur keselamatan dalam 
pengangkutan barang.



Pelayaran memiliki peran strategis dalam mendukung perdagangan, transportasi, dan keamanan 
maritim suatu negara. Di Indonesia, kegiatan pelayaran diatur secara menyeluruh untuk memastikan 
angkutan laut berjalan aman, efisien, dan sesuai dengan kedaulatan nasional. Regulasi ini mencakup 
aspek angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan, keamanan, serta perlindungan lingkungan 
maritim. Sebagaimana tercantum dalam UU NO.17/2008 dan PP No.20/2008 yaitu:

• Pasal 1 ayat 1 UU No.17/2008 berbunyi sebagai berikut:
“Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, 
keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.”

• Pasal 9 ayat 1 UU No.17/2008 berbunyi sebagai berikut:
“Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan 
menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan 
Indonesia.”

• Pasal 2 PP No.20/2008 berbunyi sebagai berikut:
“Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau, 
angkutan penyeberangan, angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah 
terpencil, kegiatan jasa terkait dengan angkutan di perairan, perizinan, penarifan, kewajiban dan 
tanggung jawab pengangkut, pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya, pemberdayaan 
industri angkutan di perairan, sistem informasi angkutan di perairan, dan sanksi administratif.”



qRegulasi pengangkutan barang laut berfokus pada perlindungan terhadap hak dan 
kewajiban baik pengangkut maupun pemilik barang. Namun, masih terdapat 
perbedaan interpretasi di berbagai yurisdiksi, yang dapat menimbulkan 
ketidakpastian hukum.

qSetiap aturan membawa keuntungan sekaligus keterbatasan. Misalnya, Hague Rules 
memberikan kepastian bagi carrier, tetapi dinilai kurang adil bagi cargo owner. 
Sebaliknya, Hamburg Rules lebih berpihak pada pemilik barang, namun adopsinya 
terbatas.

qDalam praktik perdagangan global, pemilihan hukum yang berlaku sering kali 
mengikuti posisi tawar menawar kontrak, bukan semata aturan yang dianggap 
paling adil. Hal ini memperlihatkan gap antara teori hukum maritim dan realitas 
bisnis internasional.

CRITICAL REFLECTION



KESIMPULAN
• Dalam mekanisme Carriage of Goods by Sea, maka keberlakuan hukum akan 

bergantung pada perjanjian para pihak serta regulasi yang digunakan, baik merujuk 
pada hukum nasional Indonesia maupun konvensi internasional seperti Hague-Visby 
Rules dan Rotterdam Rules;

• Perihal Bill of Lading, dokumen ini bukan hanya bukti penerimaan barang, tetapi juga 
berfungsi sebagai dokumen kepemilikan serta kontrak pengangkutan yang memiliki 
kekuatan hukum mengikat, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi shipper 
maupun carrier;

• Tanggung jawab shipper dan carrier dalam pengangkutan laut merupakan aspek 
penting yang telah diatur secara rinci, baik dalam hukum nasional maupun konvensi 
internasional, dengan tujuan melindungi kepentingan kedua belah pihak;

• Secara keseluruhan, keberadaan regulasi nasional dan internasional dalam Carriage of 
Goods by Sea adalah untuk menciptakan kepastian hukum, menjamin keamanan 
perdagangan maritim, serta mendorong kelancaran arus barang lintas negara.
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